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KEPUTE SOA&O\:%LTAGARI DUSUN BARU TAPAN
- 08 IKpts"WN-DBT/1112017

TENTANG 4

E

AKSAN
ENETA Tp::)eﬁlflnme :ELE;:&;?GELOLMN KEUANGAN NAGARI
P (P ANG PEMBERDAY KA ASYARAKAT NAGARI DAN

) KEMASYARAKATA ARI
NAGARI DUSUN BARU TAPAN TAHUN ANGGA::;:(;U” |
Dengan Rahmat ALLAH swT I

WALI NAGAR]I DUSUN BARU TAPAN

- a. bahwa u
qimband nagari Sesr:}::(d terlaksananya penatausahaan keuangan
¥ undangan engan ketentuan dan peraturan perundang-
Dusun Bo-2ng berlaku, periu menetapkan PTPKN Nagari

N Baru Tapan Tahyn Anggaran 2017;

b. Bahwa Rekomendasj ca i
mat Basa Ampek Balai Tapan
Nomor 140:'99IBABIIIU’201? tanggal 22 Maret 2017; \

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf (a dan b), perly menetapkan Keputusan Wali
Nagar! Dusun Bary Tapan tentang Pengangkatan PTPKN
Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2017,

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

%sr‘:gfl;aq_ Nega':a taLhun Republik Indonesia Tahun 2014
, Tambahan Lem i |

Nomor 5495) baran Negara Republik Indonesia

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara ;
Republik Indonesia Nomor 5539); ;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana '
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010
tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota
POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi
Beban APBN dan APBD,;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
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tentang Pehgirr]nte"' Dalg gan Desa:

M Negeri Neo
a ger
" Pembanguna: bamor 114 Tahun 2014

Peraturan p

aerah K

"[F}?Jhun 2009 ‘EnlangaguPate" P

Tapan; n dj

Peraturan p
rah K

Tahun 2016 bupaten pegic

Peraturan DlEntang Nagari: esisir Selatan Nomor 2

aerah ;
Tahun 2009 tentangagupaten Pesisir Selatan Nomor 48

®Mbentukan Perner: ‘
: emerintahan Nagari
Tapan: J Keﬁmﬁtan Basa Ampek Bgalai

Pemerintahan Nagari
Basa Ampek Balai

N Nomor Tah
Man Pengelolaan Keuanganﬁ;ga: TS

a. Menyusun rencana pelaksanaa i
yus n kegiata
menjadi tanggung jawabnya. ™

b. Bersama Bendahara Nagari

usulan permintaan dana sesuai aturan telah
ditetapkan dan kebutuhan kegiatan. ik,

c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
APB Nagari.

d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan
atas beban anggaran belanja kegiatan.

e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip
efisien dan efektif dilandasi dengan sikap
transparansi dan bertanggungjawab. :
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
Melaporkan perkembangan pelaksanaan
kepada Wali Nagari.
h. Menyiapkan dokumen
pengeluaran pelaksanaan kegia
PTPKN dalam melaksanakan

kepada Wali Nagari/Pengguna Angge
Keputusan ini mulai berla
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Neta 7 dan apabiﬁl;
aikap, kemba; Qaimanapmasﬁm_

BUSAN dikirim ada vy
2 Kepala Inspetoray Kabupate,, Sisi
1. e Balaj T
4 Ketua Bamus Nagari B
5, Yang bersangkutan

6. Pertingg
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